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Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu dirimu sendiri.

(Lukas 10:27)

Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya.
(Mazmur 28 :7)

It's so simple to be wise. Just think of something stupid to say and say the
opposite. (Sam Levenson)

Have a heart that never hardens, a temper that never tires, a touch that never
hurts. (Charles Dickens)

The first and greatest victory is to conquer yourself; to be conquered by
yourself is of all things most shameful and vile. (Plato) u

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

< Kedua Orang Tuaku tercinta
< Saudara-saudaraku terkasih
<> Sahabat-sahabatku

< Almamaterku
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Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan
Pemerintah Kota Bengkulu

Friesda Rotua Rumondang
ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan
Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya untuk Tahun Anggaran
(TA) 2008.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang
menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini WDP adalah karena
adanya keterbatasan sumber daya manusia, yaitu di mana Pemerintah Kota Bengkulu
belum mempunyai SDM dengan latar belakang yang sesuai dalam spesifikasi tugas
dalam pencatatan dan pelaporan keuangan; pengelolaan atas Aset daerah yang
kurang baik; dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah yang masih
lemah atas pengelolaan keuangan daerah, yang mengakibatkan terjadinya berbagai
kesalahan, ketidaktertiban, penyimpangan, penyelewengan, dan ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem
pelaporan keuangan di masa mendatang dan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), maka Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan langkah-
langkah perbaikan, yaitu dengan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari
kelemhan-kelemahan di periode-periode sebelumnya; lebih memperhatikan dan
menekankan pada unsur-unsur/komponen pengendalian intern; dan memperbaiki
sistem pengelolaan atas Aset/barang Daerah.

Kata Kunci : Sistem Pelaporan Keuangan, Opini Audit, Sumber Daya Manusia,
Pengendalian Intern, Pengelolaan Aset Daerah.
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Financial Reporting System Implementation
of Bengkulu City Government

Friesda Rotua Rumondang
ABSTRACT

This study aimed to determine the factors that led to the Government of
Bengkulu City obtain an qualified audit opinion in implementing its financial
reporting system for Fiscal Year of 2008.

Based on research that has been done, the factors that led to the Government
of Bengkulu City obtain an qualified opinion because of the lack of human resources,
where the Government of Bengkulu City does not have human resources with
appropriate background in the specification of tasks in financial recording and
reporting; the management of unfavorable regional asset, and the Government
Internal Control System are still weak on financial management, which resulted in
various errors, disorder, irregularities, fraud, and non-compliance with laws and
regulations.

To be able to increase the success in implementing financial reporting
systems in the future and can be obtained unqualified audit opinion, the Government
of Bengkulu City needs to take steps to repair, with follow up recommendations for
improvement of weaknesses in earlier periods; more attention and emphasis on
internal controls components, and improve the management system of assets or
goods region.

Keywords : Financial Reporting System, Audit Opinion, Human Resources, Internal
Control, and Management System of Assets
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BAB1I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi
menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diubah dengan
Perpu No. 3 tahun 2005 serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah, menjadi tonggak awal dari otonomi
daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan
keputusan daerah, berkaitan dengan pengelolaan sumber d;ya yang dimiliki sesuai
dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. (Indra Bastian 2007 : 2)

Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk
mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan
pemerintah pusat. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan
transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa
keterbukaan (opennes) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.
Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan
dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan
apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik,
proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen
mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (Schiavo-Campo and

Tomasi, dikutip dalam Mardiasmo, 2006).



Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang
dan kele]ugsaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta
pemeriksaan yang efektif. Pengawasan dilakukan oleh pihak luar eksekutif (dalam
hal ini DPRD dan masyarakat); pengendalian, yang berupa pengendalian internal dan
pengendalian manajemen, berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah daerah)
dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan
tercapai; sedangkan pemeriksaan (audif) dilakukan oleh badan yang memiliki
kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran
DPRD sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik
secara langsung maupun tidak langsung, dan melalui LSM serta organisasi sosial
kemasyarakatan di daerah. Perlu dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan
terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah
digariskan, bukan pemeriksaan (audif). Pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh
badan atau lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, yaitu BPK atau
BPKP

Terdapat empat opini atas pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan oleh
BPK Rl, antara lain: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian
(WDP), Tidak Wajar, dan Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penilaian atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

didasarkan atas empat kriteria, yaitu:



1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Kecukupan Pengungkapan;

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Keempat hal di atas merupakan suatu kriteria pengelolaan keuangan yang
harus diterapkan, sehingga LKPD menjadi  transparan dan  dapat
dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan perbaikan
pengelolaan keuangan daerah secara wajar. Di tingkat daerah, dari 293 LKPD tahun
2008 yang diperiksa BPK, 8 diberikan opirﬁ wajar tanpa pengecualian (WTP), 217
wajar dengan pengecualian (WDP), 21 tidak wajar (TW), dan 47 disclaimer atau
tidak memberikan pendapat (TMP).

Sebagaimana pemerintah daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Kota
Bengkulu telah mengimplementasikan suatu sistem pelaporan keuangan dalam upaya
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan menciptakan transparansi dan
akuntabilitas publik. Audit BPK atas LKPD Pemerintah Kota Bengkulu tahun
anggaran 2006, 2007, dan 2008 telah selesai dilakukan. Dari hasil penelusuran ke
website BPKRI, ternyata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Artinya masih ada penggunaan
keuangan negara yang bersifat material menyimpang dari standar akuntansi
pemerintahan dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan
perusahaan di sektor swasta, opini auditor independen wajar dengan pengecualian
merupakan opini yang menunjukkan kinerja manajemen kurang baik, tidak menutup
kemungkinan manajemen akan diganti, atau jika tidak manajemen tidak akan

diberikan bonus. Berbeda halnya dengan pemimpin daerah, karena proses



penggantian pemimpin daerah lebih banyak disebabkan oleh berlalunya waktu dan
unsur politik. Jika masyarakat ke depan semakin kritis, tidak menutup kemungkinan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dijadikan tolok ukur untuk menilai
keberhasilan pemimpin daerah selain selain indikator-indikator yang bersifat makro
seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi yang terkendali,
kesempatan kerja yang semakin meningkat, pengangguran semakin berkurang,
keamanan yang kondusif dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.
Berkenaan dengan hal-hal yang melatarbelakangi di atas, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan
Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya, dengan judul

“Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan berdasarkan latar belakang di atas

adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu

memperoleh opini audit WDP dalam implementasi sistem pelaporan

keuangannya ?

2. Langkah-langkah seperti apakah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota
Bengkulu untuk meningkatkan keberhasilan dalam implementasi sistem

pelaporan keuangannya di masa mendatang?



1.3  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagi berikut :

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota

Bengkulu memperoleh opini audit WDP dalam implementasi sistem

pelaporan keuangannya.

b. Untuk memberi masukan/solusi mengenai langkah yang dapat ditempuh
Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat meningkatkan keberhasilan dalam

implementasi sistem pelaporan keuangannya di masa mendatang.

14 Manfaat Penelitian

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi

sistem pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat
dittmpuh Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat meningkatkan

keberhasilan dalam implementasi sistem pelaporan keuangannya.

1.5  Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam analisis permasalahan dapat berjalan dengan baik,

maka pembahasan hanya dibatasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan



Supomo, 1999 : 147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan topik yang diteliti.

1.5.3.2 Sumber Data
Kedua jenis data di atas dikumpulkan dari dua sumber, yaitu :

a. Penelitian Lapangan
Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang memerlukan
kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian untuk
memperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumentasi
Sumber data berupa dokumen bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan oleh

objek yang diteliti.

1.5.3.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung analisis penelitian ini, digunakan metode-metode sebagai
berikut :
1. Wawancara
Tindakan atau langkah yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan
tentang informasi yang dibutuhkan untuk membantu dalam melakukan analisis
dan pembahasan berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara
dilakukan dengan melakukan wawancara langsung, yaitu melalui tanya jawab
dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Kota Bengkulu dan staf lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi

tentang objek yang diteliti.



2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang
digunakan sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok bahasan.
Data yang diperoleh berupa dokumentasi yang selama ini digunakan yang

berkaitan dengan hasil audit, pencatatan dan pelaporan keuangan.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan
diinterpretasikan, maka diperlul;an suatu analisis dalam penelitian ini. Dari data yang
diperoleh dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif
menggunakan data yang dihasilkan dari penelitian dengan memberikan gambaran
apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Kemudian data tersebut dievaluasi untuk
menemukan masalah-masalah yang terjadi. Dari evaluasi tersebut, penulis berusaha

memberikan pemecahan dari permasalahan penelitian yang ditemukan.

1.6  Sistematika Penelitian
Sistematika pembahasan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini

terdiri dari lima bab, yaitu:

BabI PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai
masalah pokok pemikiran yang melandasi permasalahan yang akan dibahas
yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, metodologi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian,
lokasi penelitian, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data,

serta sistematika penulisan.



Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) untuk tahun anggaran 2008.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penelitian
dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu

yang beralamat di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 1 Bengkulu.

1.5.3 Data dan Metode Pengambilan Data

1.5.3.1 Jenis Data

a. Data Primer
Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:146), Data Primer
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber
asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek
(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda,
kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam hal ini berupa
hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kota Bengkulu dan pihak-pihak lain yang berkompeten di bidangnya.

b. Data Sekunder
Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui
media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nur Indriantoro dan Bambang



Bab I1

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan teori dasar yang relevan, yang
berasal dari pustaka yang memuat teori, proporsi, konsep, atau pendekatan
terbaru yang berhubungan dengan implementasi sistem pelaporan keuangan

pemerintah daerah

Bab III DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi atau gambaran umum objek yang
akan diteliti yang mana dalam penelitian kali ini yang menjadi objek

penelitiannya ialah Pemerintah Kota Bengkulu.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BabV

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan faktor-
faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Bengkulu memperoleh opini
audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam implementasi sistem
pelaporan keuangannya yang diolah dari data hasil wawancara. Selain itu
Juga akan dibahas mengenai langkah-langkah perbaikan yang dapat
dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu lebih meningkatkan keberhasilan

dalam pelaporan keuangan di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN
Yang akan menjadi bab terakhir dalam skripsi ini, dimana penulis akan
menarik kesimpulan atas permasalahan serta memberikan saran-saran yang

mungkin akan bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bengkulu.
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